SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 55/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DPT PEMILU/PEMILIHAN TERAKHIR
SEBAGAI DASAR PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN DAN
PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8

ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan
Terakhir Sebagai Dasar Penetapan Syarat Minimal
Jumlah Dukungan dan Persebaran Dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan Dalam  Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun

2018;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-

Undang; 2. Undang-Undang .....



. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 01 Tahun 2010;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

22 Tahun 2008;

7. Peraturan ....



7.

10.

11.

12.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2018;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tenggara Nomor : 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017
tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan  Pemilihan Gubernur dan  Wakil
Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tenggara Nomor : 49/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017
tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan
Umum Kab/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun
2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tenggara Nomor : 50/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017
tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Dalam
Penyelenggaraan  Pemilihan Gubernur dan  Wakil

Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

Memperhatikan ....



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

a. Surat Ketua KPU RI Nomor : 515/KPU/IX/2017 tanggal 7
September 2017 perihal Persiapan Pelaksanaan Tahapan
Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
Pemilihan Tahun 2018;

b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 33/PP.02.3-
BA/74/Prov/K1.K2.K3.K4/IX/2017 tanggal 10 September
2017;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  PROVINSI

SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DPT PEMILU /PEMILIHAN TERAKHIR
SEBAGAI DASAR PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH
DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2018.

: Menetapkan jumlah rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan

terakhir sebagai dasar penetapan syarat minimal jumlah
dukungan dan persebaran dukungan bakal pasangan calon
perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Tenggara Tahun 2018 yaitu sejumlah 1.708.249
(satu juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus empat puluh

sembilan) pemilih.

: Menetapkan persyaratan jumlah minimal dukungan bakal

pasangan calon perseorangan harus didukung minimal
170.825 (Seratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh
lima) pendukung atau 10% dari jumlah rekapitulasi DPT
Pemilu/Pemilihan terakhir yakni 1.708.249 (satu juta tujuh

ratus delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) pemilih.

: Jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan

sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA minimal
tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah
daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara atau minimal di
9 (Sembilan) daerah Kabupaten/Kota dari 17 (Tujuh Belas)

daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

KEEMPAT ....



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

HIDAYATULLAH




